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ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin canggih tidak dapat lagi kita pungkiri
diera masa kini, kemajuan teknologi sangat mempengaruhi aspek kehidupan
dalam masyarakat dan penegakan hukum. Seiring dengan perkembangan
teknologi banyak bermunculan kejahatan-kejahatan baru dibidang teknologi. Oleh
karena itu butuh suatu kebijakan yang bisa membuktikan atau mengungkap
kejahatan-kejahatan tersebut. dalam hal ini penyadapan adalah suatu kebijakan
yang tepat oleh penegak hukum untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang
menggunakan sarana teknologi. Namun tindakan penyadapan masih memiliki
posisi yang lemah dimata hukum,sebab kebijakan ini bertentangan dengan hak
asasi manusia, serta tidak dibuat didalam KUHAP tentang Kekuatan Alat Bukti
Hasil Penyadapan. Dalam penelitian ini, rumusan permasalahan yang penulis
bahas adalah tentang bagaimana kekuatan dan pengakuan hukum penyadapan
dalam pembuktian perkara pidana serta hambatan apa saja yang dialami tindak
penyadapan dalam pembuktian pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kekuatan dan pengakuan hukum penyadapan dalam pembuktian perkara pidana
serta mengetahui lebih jelas hambatan tindak penyadapan dalam pembuktian
perkara pidana. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan bersifat deskriptif
analitis. Dari penelitian normatif ini, penulis menemukan banyak peraturan
Peraturan Perundang-undangan diluar KUHAP yang mengatur tentang kekuatan
alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dimata hukum. Namun peraturan
tersebut masih bertentangan dengan hak asasi manusia. Dari penelitian ini penulis
mendapatkan hasil bahwa dalam kepentingan hukum maka penyadapan boleh
dilakukan oleh penegak hukum dengan mengikuti prosedur dan tatacara
penyadapan sebagaimana mestinya yang diatur dalam undang-undang, sehingga
penyadapan itu memiliki kekuatan atau pengakuan dimata hukum.

Kata kunci : kekuatan hukum penyadapan, pembuktian perkara pidana, ketentuan
hukum pidana



ABSTRACT

The increasingly sophisticated technological developments we can no longer deny
in the present era, technological advances greatly affect aspects of life in society
and law enforcement. Along with technological developments, many new crimes
have emerged in the field of technology. Therefore, it needs a policy that can
prove or reveal these crimes. in this case tapping is an appropriate policy by law
enforcers to prove crimes using technological means. But the act of wiretapping
still has a weak position in the eyes of the law, because this policy is against
human rights, and it is not made in the Criminal Procedure Code about the power
of evidence produced by wiretapping. In this study, the formulation of the problem
that the author discussed was about how the power and legal recognition of
wiretaps in proving criminal cases and what obstacles were experienced by acts
of wiretapping in criminal evidence. This study aims to determine the strength and
legal recognition of wiretapping in proving criminal cases as well as knowing
more clearly the barriers to acts of wiretapping in proving criminal cases. This
research is normative research and descriptive analytical. From this normative
research, the author found many legislative regulations outside the Criminal
Procedure Code which regulate the power of electronic evidence as legal
evidence in the eyes of the law. But the regulation still contradicts human rights.
From this research the author gets the result that in the legal interest, tapping
may be carried out by law enforcers by following the procedures and procedures
for proper tapping stipulated in the law, so that the wiretapping has the power or
recognition in the eyes of the law.

Keywords: legal force of tapping, proof of criminal cases, provisions of criminal
law.
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